
BAB III

TIND*K PlDrili.lr' PENyELUI'iDUPrrii

A. Hakekat PenYelunduPan

Penyelundupan istilah yang penul is dapatkan dalaltt

kehidupansehari-}rariyangmasyarakatLrmummengartikannya

sebagai suatu perbuatan pidaha yang melanggar suatu

peraturan mengenai pemasukan barang atau pengeluaran ba-

rang keluar negeri '

}enyetundupanataubahasaBelandanya'|Smokkel}l|dan

bahasa Inggrisnya rrsmungling"( Soufnir Chibrorlgg2 z 5 )

dalam bahasa dan kepustakaan fndonesia tid'ak penul i s

ketemukan dan tidak ada uraian yang rinci dari para sarJa

na sehingga sangat sukarlah untuk menentukan secara yuri-

d is dan mernuaskan serta menentukan elemen yang ' tdrtentu

yang terkandung dalam rumuaan yang dimaksud. I''iaker sebelum

menginjak pada pembicaraan pengertian disini penul i s

uraikanterlebihdahuluhakekatdaripadapenyelundupan
d.i Indonesia itu sendiri sehingga kita dapat gambaran yang

lebih jelas.

Pengertian tindak pidana penyelundupan bahasa inggris
smuiggre bahasa Beiangasmoi<tett_ ialah mengimpor meng*

eirspor , *urrgirt*" puf aukan ,p1laukarn.barang dengern

tidak memenuhi perturan peruirdang-undangan yang b.e51a

ku atau tidak mlmenuhi fbrmalitas pabean do.,-E'-"1'fl{ "''
meletrlilten iarair 

-svaratpabean yang harus dipenuhi da-
l-am hat **n,""if,k";iti;;girpor) ltal mengeluarkan(meng-
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ekspor ) barang perdagangan( Pllsangkutan ) inters ul er.ltie-'
rrurut keputusari preside[ i]o'.?1-ta[un f9€r]. P"?a] I(2 )

tindak pid.rr. peiyelundupan adalah suatu tindak pidana
y;;A-;";h;b;;s;ii &engan irenge1ualal barans-barans atau
i,;;;";k;; barlng ata[ uang dari rndonesia ke luar ne

geri(ekspo;i;i"; pemasukar,n barerng atau uarlg dari luar
negeri ke trrOoo*sia( Bah'rudd'in Lopa,I984 t 22 ) '

Definisi yaltg diberikan oleh keputusan Presiden ini

penulis simpulkan bahwa tindak pidana apa. aaJa yanS ber

hubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang- barang

adalah termasuk katagtirri tindak pidana penyelundupan dan

yang membats*i hanya perbuatan pemasukan dan pe{tge}uaran

dan tidak termasuk antar Pu1au.

39

rl o ri

yang

Jadi hakekat daripada penyelundupan adalah menghi-n-

bea masuk atau keluar supaya mendapatkan keuntungan

lebih besar.

Pada penyelundupan impor perbuatan dilakukan karena

arianya perbedaan yang cukup besar antara barang di luar

negeri dan cii dalam negeri, misalnya sebuah barang di luar

negerl hanya berharga 5 juta sedang didalam neSeri 15 ju-

ta rupiah. Dengan demikian mengakibatkan orang akan

berusaha untuk menyelundupkan ke dalam negeri '

Kemuriian patia penyelundupan ekspor pada umumnya ju-

mempunyai sebab yang kira-kira sama dengan penyelundup

impor.

ga

an

)
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Di-sam-ping penyeluntlupan f isik yang d ilakuk3n dengart

memi.taukkan atau mengeluarkan barang secara iJ"legiil ati.:tt

sernbunyi-sernbunyimasihadapuli:sec:]ralegalrat:ru

menggolong-go1ongl<an baranS-barang impor atau ekspor ae-

bagaihargarendahdandilj-ndungidokumen-dokumendanhal

inl riigunakiin penyelundupan administrasi '

Penye]-undupi-inbarangsemacaminidimaksudkansupayir

baran8yangdikenaibearnilsukataubeakeluaryant!lebih
mu::a}rt pu1a, clan pernyelundupan semacam ini banyak dilakukan

karenal<elegalenn)/aataupenyelundupanparapetugaSkare.
na] kekaburan peraturan yang dipakai untuk menggolongkan

barang-barang imPor dan eksPor'

Seciangkan pengertian penyelundupan seperti telah

dinyatakandiatasbahwasangatlahsulituntukmerumuskan
secara yurid.is dan singkat serta jelas untuk elemen - ygng-

terkandung di<lalamnya. Maka apa pengertian penyelunclupan-

itusetelahmensemukakanpendapatparaSarjana,ketentuan
perUndang-undangan serta praktek peradilan'

Rerdasarkan keputusan Presiden }io.77 tahun !961 tang-
;;i-ri-lt"i fgO? mengatakan : PerbuatanpenyelunduP?n a

tnrri, tindak pidr.,-,.-y",g berhubungal dengan peng?iu3r
;; bo"orrg atau uang cii ri .[ndonesia ke luar-:negerr(el{s
,"" )-itli" pemasukan barang 3!?I '"talg dari luar nege
ii ke Inrionbsia (Moch Anwar' f990 z 47 ) '

Dal-am hal ini sebagaimana A. Iiamzah :mqnguh$kbpkan-
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dalambukunya,,]{ukumPidanaEkonomi,'menggunakanisti}ah

penye}undupandipakaiuntukdelik-detikyanSrme}anggar

ordenantiebea,mengingatsekzrranginisedangBi]mai-ramai

nya d ib j.carrikan.

Jadiyangdimaksurlpcnyelundupanriisi.nilidal;rh:

I. pengertian pertama i.alah kepros Iio.?3 tahun nfl"i\ me

nyatakan bahwa yang dimaksud penyelundupan ad al ah

t j-ndak pi-dana yang berhubungan dengan pemasukan b:-i-

rang(impor) atau pengeluaran barang (ekspor')'

?-. Pengertian kedua, penyelundupan adalah mengimpor-eks-

por atau mengantar pulaykan barang-barang dengan ti-

dak memenuhi peraturan perundang-undangan yilng :lanl

dilakukanatautidakmemenuhiformalitaspabean.

Definisikeduainimerupakamdefinidibuatoleh
Baharudrli, Lopa,s.H. selaku kepala kejabsaan tinggi sula

wesi sewaktu bertugas di ujung pandang. Dimana pengerti-

an ini sebagai perumusan berrlasarkan kepada peraturan-pe

raturand.anketentuan-ketentuanyan8ber}aku.Pengertian
kedua ini juga lebih luas-sebab bila terjadi penyelunCup

an intersuler seolah-olah bebas dari tuntutan' Jadi kalau

kj.ta 1i..hi:t definisi dari keputusan Presiden dj-atas meski

punmenurutpenulismaknamengantarpplaukau-.dimaksudda-
lam pengertian ekspor at;:u mengeluarkan barang dari daera

dt
*
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pabean.-, masih merupakan kes:rmaran.

B. Jenis dan bentuk PenYelunduPan

Padaumumnyajenisdanbentukpenyelun<iupanterdj'r

ridariduajenisyaknipenyelundupanimpordanpenyelun
dupanekspor.Penyelundupanimporodalahsuatuperbuatan
memasukkan barang-barng dari luar negeri ke dalam negeri

(ke wil-ayah Indonesia) dengan tj.dak melal-ui prosedur

yangclitentukanbagipenasukanbarang-barangdariluar
negeri.

Sedangkanpenyelundupaneksporadalahpenyelundup-

an dengan jalan mengeluarkan barang-barang dari dalam ne-'

geri, misalnya wilayah rndonesia ke.r-1uar neSeri tanpa

melalui prosed'ur yang ditentukan untuk itu'

Disam Plng

dupan jenis lain

I. PenyelunduPan

2. PenYelunduPan

itu sekarang kita kenal

yakni :

fi"sik
administrat if.

adanya PenYelun

ad.I.Penye}urtclupanfisikadalahbarangsiapamengimpor
ataumen6leksporbarang.barngataumencobamengim.

por atau mengekspor barang-barang tanpa menginda-

kanakanketentuan-ketentuandariordenansiini
dandarireglernen-replemenyangterlampirpadanya
atau yang rnengangkut ataupun menyimpan barang-ba-

rangbertentangandengansesuatuketentuanlarang
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an Yang ditetaPkan

ga.

berdasrkan ayat kedua Pasal ti-

ed.2. Penyelundupan administrasi adalah memberikan salah

tentang jumlah, ienis atau harga barang dalam pem*'

beritahuanimporrPenYimpangandalamentrepot'
penglrlrnankedalamataukeluardaerahpabeanatau

dalam suatu pemberitahuan tidak meryebutkan barang

barang yang d.ikemas dengan barang-barang lerin (scnui'

nir Chibro r S.H., l99I " 7 )

Pada awalnya pemyelundupan sisik ini dikenal s"}&b

masyaraka dan in$tansi penegak hukum sebagai penyelundup

an i11egaI sedan6 penyelundupan administrasi

sebagai penYelunduPan 1ega1. i,

Dengan demikian dalam penyelundupan fisik sama

sekali tidak mbnggunakan dokumen, sedang dalan penyelun

dupan administratif ada ketidak sesuaian antara keadaan

fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dok'rmen.

Kemudian akhir-akhir ini karena adanya peningkatan

pemberantasan p*nyelundupan oleh aparat negara baik di

pelabuhan maupun di perairan fndonesia diadakan p€n$a'':

wasan aecara ketat, tetapi rupanya para penyelundup se-

karang ini mengunakan cara lain (baru), menciptakan pe

nyelundupan gaya baru yaitu penyelundupan fasilitas ,

d ikenal

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  



44

dimana PenyeluncluPan ini

fasilitas dari )tedutaan

dapat denganmengunakan fasilitas

asing di daEarta'

I{aka dengan demj.kian berdasarkarn perti'mbangan dan-

berpatokan pada edaran-edaran yang ada khususnya dari

kejaksaan agung , maka.dapat kira-klra ditemukan kriteri

um tentang penyelund'upan adminiritratif :

I.Bahwabarangimpordimasukkankedalamdaerahpabean
dimana kapal atau alat-alat pengangkutan yang memasuk

kan barang-barang ke;;peLabuhan-pelabuhan secara resmi

yangditentukanyaknipelabuhan-pelabuhantujuanyang
d i tentukan.

2.Bahwakapalyangmengangkutmemakaidokumen,misalaya
memakai d'okumen lain yang dlisyaratkan'

i. tjahwa dokumen yang dipergunaka seluruhnya atau seba-

gaian telah d.ibuat dengan tj.dak semestinya. Ilisalnya:

manifest tj.clak cocok dengan jumlah yang diangkut alge

mene (pemberitahuan umum) tentang pembongkaran yang

tidak cocok rlengan kenyataan barang yang dibongkar a-

tau formulir 5b)tidak coeok( ttesalahan-kesalahan doku

men berlaku juga dari ekoPor).

4.Bahwabeamasukdanpen8anskutan.pengangkutanlain
yang sah yang masih diselamatkan lkarena scsudah pein-

bonglraraU meisih-.dipelflui.6 pengaJu}n '(?.11O) '"- : - atir-i'

pedagang yang bersangkutan pada saat mana dapatlah

ditentukanjumlahbeamasukdanpungutanimporterse-
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but.

Jadipenyelundupanadministratifituadalahperbuat

an dilakukan seakan-akan barang-barang itu d.itindungi o-

leh dokum€n yang diperLukan. Berhagai cara dalam pengguna

an dokumen itu dalam imPon ! 't'

,:
Pemberitahuan salah'

DenganEengajamelakukanpengisiansalahatasdtirkumenI

-kualitas ahau mutu barang

kuantitas atau Jumlah barang.

jenis dan macam. barang

harga barang.

Perrg6ilngan dokunen yang telah dipakai

Penggunaan dol<urnen sokaligus untuk dua bgrang

se ienis.
Penyalahgune&.nfasilitas-fasllitasyan8diberikanber-
dasarkan peraturan-p€raturan yang berlaku'

' fasilitae Perwakilan asing

fasilltas perwakilan PtlA dan pMDH ( po1eb,,*atu -proyek

pen8gngkutantanpasurd't'izinpengangkutantarpulau.*

atau StrPAP ).
fasllitae ProYek sosial budaYa

-fasiltas barang-baran& pihdahaa.' dengan poapor'

suatuconto}radanyapenyelund'upanimporB.iti&-}nyaseorang-

importir mernasukkan seiumlah koli yang isinya tekstilya4g

C.,pr:;i.ksa hanya 2 a I koli yang kecil' kemudi'an koli-koir

yang
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rRenoniol waIaupurl sedikit

ritahuan safah.
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erda persamaan dalam hal Pembr-

Dalam inl penulis kutibkan pasal penting dariha1

DK bersama Henteri lteuangan

425 /MK/rrt/6!.'l t97r dan sK

dan Menteri Perhubungan No. *

]5a/YT/rg7r pasal 4 ayat(r):

Apabila dalam pemeriksaan kapal dikapal dilatt atau
;;; pabean ai indonesia, sebel_um atau sesudah pem-

Leritahuan mungkin dimasukkan atau kedapatan trf?3q
tersebut tiOaX"tlimaksudkan dalam manifest' mak'1

barang-bareng terseU"t dianggap sebaSai usaha perco
UI""- il"t"f. ai""i""Aupkan lceiiaf lm daerair oabean ter-
hadap mana ueriaku kbtentuan berdasarkan 26 b RO

(R;;[ oidenantie )

Pasal 4 Q) menYatakan i
Barang-barang termaauk pada ayat I- ditahan dan dise.
;;h[# kepadl kepala kantor bea cukai yang ditetap-
kan.

Pasal 5 menyetakan ;

Kelebihan maupun kekurangan jumlah koli dalam pem-
berltahuan umum dianggap pula sebagai percobaan pe-
nyelundupan terhadap-rnana tgllgkl p1}? ketentua-ke-
;;;i;;; irasar 26b Rb (stb - r93r No.4?r)
I. Ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan ini ha

nya berlaku terhadap kapal-kapal yang berukuran 
l

IOOO ton atau Uaran!-baiang yang memasuki wilayah
fnd one s ia '

2. Menteri Keuangan rlengan mendengar Menteri Perhu-
hubungan dapaf mel'etipkan, bahwa k.rpa1-kapa1 -l-&inyang ferseUirt pada ayat(r) y3nq dinyatakan dalam
haflar diperlukan ketentuan-ketentuan berdasar
kan surat kePutusan.

1. Menteri Perhubungan dengan mendengar I'lenteri Keu
angan dapat menentukan bahwa terhadap maskapai -
peit<apalin yang bebarapa-ika1i melakukan pelangga

".n tl rhadap ketentuan dan surat keputusan ''. ini
dicabut izj.n kegiatan pelayarannya terhadap masa
pelayaran Yang bersangkutan.
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Denganmelihatketentuanterakhirinimakaterjzi'di
perkembangan baru :

Ivlanifest yang selama ini tidak Jelas statusnya maka

berda.sarkan pasal 4 ketentuan baru tersebut pelanggaran

manifest telah dikata&orikan eebagai perbuatan percdrba

an penyelundupan melanggar paeak ?"6b RO'

Dengan demikian sudah tidak ada lagi pemlsahan bahwa

penyelundupanadministrasibiasanyadidendadamai.Pe-
nyelundupan fisik termasuk pelanggaran PPUD (!rerrberita

huan f;a&akglan Barang Untuk Dlpakai) dima jukz:n ke penga

dilan karena rncnurut hemat penulis telah dinyatakan se

bagai pelanggaran manifest' Sama nilainya seperti pe-

langgaran Algemene Agrifte sQ$agajpelanggaran pasaIz6b

RO sudah dinyatakan secara keseluruhan'

C. Sanksi hukuman tindak pldana penyelundupan

Dengan d.imasukkannya ordenantie bea cukai kedalam

UUTPE ( Undang-undang Tindak. Pidan Ekonomi ) maka semua

sanksi dimasukkan ordenantie tersebut sorta larut dan

diganti oleh sanksl-sanksi yang dlcantumkan dalam uulP:'

Berdasrkan pasal 5 undang-uandang Tindak !idana Eko

nomi (UUTPE) , maka sanksi tindak pidana penyelundupan

mengikutiaanksitindakpidanayangberlakubagi-tindak.'.
pidana ekonomi (Ilaharuddin Lopa ' 1984 : IB4 )

Berdasarkanberlakunyaundang-undangtindakpidana-
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ekonosii ( UU darurat No' 7 tahun Lg55 ) yang kemudian

Iilo. I tahun I96I dinyatakan meniadi[ uh'dd'rrsr'und'riag'-darurat

$o. t955 maka sanksi dari tindak pidana ekonomi meniadi

lebihberatdaripadasanksltindakpidanaftechterrorde
nantiekarenasatlksiR0sebelumber}akunyaUUTPE

yang

menyatakan bahwa sanksi yang diberikan selnrna-lamanya 2

tahun atau denda setinggi-tingginya Rp' 1O00O sesudah ber

laku UUTP menjadi 6 tahun dengan derrda Rp'1O'OOO sesudah

mengalami Perubahan.

Dan selanjutnya dengan undang-undang Irlo.2I PRP TC)59

(tN :rg5g-71A) pasal I memberikan lagi ketentuan bahwa

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum

atr penjara lama*lamnya 2o tahun. Apabila tindak pidana e-

konomi yang dilalcukan itu dapat menimbulkan kekacauad di-

bidang ekonomi cialam masyarakat \ lJaharudd in Lopa' L984 :

IB4 )

Danyangperlud'iingatpengertian''dapat''disini-
tidak perlu dikacaukan inir suda}. menjadi, selanjutnya

penetapan yresiclen no.5 tahun L959 yang kini telah diubah

men jadi undang-undang tlo. 5 tahun t959 pasal2 rnrenetapkan

pula sanksi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hi-

dup atau 2O tahu-n dan serendah-rendahnya terhadap baran5

siapa yang melakukan tindak pidana ekonomi yang mengha

langl terlakdsananya program pemerintah yang kini seo:rn$
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d igalakkan.

uad'iSanksiyangtercantumdalamuUTPEberupapida-

na dan tindak perrertibanr s€lanjutnya tind;rkan tatcr te:'tib

ituad.aduamacanpularYaituyangbersifattetapatau
berd.asrkan keputusan hukum' Uan yang beraifat sementara

yangdikenakanpaldapemeriksaanpendahuluan<-rlehjhksa.

Iangdisebutpidainasamad.enganyangtersebutdalampasal
LOKUHPdengantambahanyaitupadapidanatirmbarhanUUTPE

mengenerilebihtrarryakdaripadayailg,tercantumshl"amKU}IP.

Sebagalmanadiketahuipasa}roxUn.t,idanamenyebuE

kan mac€im-macam pidana sebagai berikut :

Pidana umuni :

a. Yidana mati

b. Pidana Penjara

c. Pidana kurungan

d. ridana tutuPan

ti.dana tambahan :

ei. l'encabutan hak-hak tertbntu

b. rerampa'Bila

c. Pengumuman Putusan hakim'

Uaripenjelasanpasaltersehutdiatasdapatdipero_
1eh contoh yang khusus dalam haI delik penyelunciupan di-

kaitkan dengan izin-izin yarlg tiikeluarkan oleh pemerintah

sebagai mana dlpyatakan dalam penjefasan tersebut bahwa
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dunia perniagaan sangat tergantung atas surat-surat izin

untukdapatdapatmengimpordanmengeksporbarang-barang

tertentu diperoleh lisensi-1is6nsi untuk mendapatkan pre

mi-premitersebut.Orangharugmelakukanprestasiterten
tu dikaritkan den8an peraturan-peraturan batu dibidang

impordaneksporrmakabeberapaizinetttrusurat
dikeluarkan oleh pemeriltau tsntu dapet dicatat

terdakwa atau perusahaan yang melakukan penyelundupan

Kemudian perlu pula disebrirtkan bahwa adanya kemung

kinan perbuatan rielik penyelundupan (tindakan -pldana

ekonomi) menjadi dikenakan pidana mati atau seumur hidup

atau 20 tahun jil<a delik penyelundupan 6 Ekoriomi ) itr.r

memenuhi kwalltas yang tersebut dalam pasal satu ayat(2)

UU No.21 tahun 7919 Yang berbunYi :

Jika tindak pidana yang dil-akukan itu dapat menirn -
bulkan kekacauan dibidi:ng perekonomian did:rlam masya
rakat maka pelanggar duhukum dengan hukumarr mati a-
tau hukumall penjiia sementara selarma-lamnya 2A tahun
dan denda 10 kali jurnlaii yang d j-tetapkan dala;rr
undein5J*unclang darurat 'tersebut ayat ( I0.

Jadi perlu diperhatikan bahwa ketentuan tersebut me

rupakan perbuatetn pidana jika memenuhi kualitas seperti -

yang disebut dal-am pasal ini , baik dalam dakwaan penuntut

umum , dalam Sequisitoh dan putusan hakim kualifikasi 1tu

dapat dlbuktikan barulah pidana mati, pidana seumur hldup

atau penjara 20 tahun( minimal 6 tahun ) dapart dikenak;in-

yang

j ika
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dentla Pelaku PenYelunduPan'

Begitujugl-runtukntemberikansanksiterhadappelirku
penyelundupan. 'rl{arus d iperhat ikan bahwa del ik tersebut dzi

pat dibuktikan dengan adanYa penyelundupan Lersebut di:p3t

menimbulkan kekaciluan dibidang perekonomian dalam negara

atau masyarakat. Kalaru dalam hal ini tidak dapat dlbuktiL-

kan, maka pi.dan:r peniarir yang d i j,ltuhk:rn rninlmerl 6 t:rhun.

sedang pidana den<la sama yai.tu maksimal Rp.,s0.o00,00 ini-

juga suatu ha1 yang khusus, karena pidana mati dan penja

ra seumur hidup disertai dengan derida secara imperaLif'

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  


